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Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu : 
1. Dasar hukum pemanfaatan ruang di atas jalan umum tetap mengacu 
pada hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dengan batasan-
batasan tertentu terkait perencanaan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Penataan Ruang, serta tidak melanggar ketentuan dalam 
Undang-undang Jalan terkait fungsinya. Sementara pihak yang 
berwenang memberikan pemanfaatan ruang di atas jalan umum 
bergantung pada status pengelolaan jalan dan Undang-undang 
Pemerintahan daerah. 
2. Berdasarkan Pasal 2 UUPA, Negara memiliki hak menguasai atas 
seluruh tanah termasuk jalan umum yang melahirkan wewenang untuk 
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah 
termasuk pemanfaatan ruang di atas jalan umum. Dengan hak 
menguasai maka negara dapat memberikan hak pakai kepada pihak 
yang berkepentingan. Dalam hal jalan umum berada pada tanah yang 
oleh pemerintah ditetapkan dimiliki oleh badan –badan hukum 
sebagaimana ketentuan pada Pasal 21 ayat (2) UUPA. Maka 
pemanfaatan  ruang di atas jalan umum dapat diberlakukan ketentuan 
hak sewa dengan syarat tidak melanggar pembatasan-pembatasan 




4.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat menyampaikan beberapa 
saran terkait bentuk pemberian pemanfaatan ruang di atas jalan umum untuk 
kepentingan pribadi yaitu sebagai berikut : 
1. Bentuk pemberian pemanfaatan ruang di atas jalan umum sebaiknya 
diberikan dalam bentuk hak “pemanfaatan” agar memiliki nilai 
ekonomis sehingga mudah dalam pengalihan dan penjaminan. Serta 
dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selain itu 
pemerintah tidak perlu melakukan perubahan dari hak menguasai 
menjadi hak milik pada jalan umum karena hak menguasai lebih tinggi 
kedudukannya daripada hak milik. 
2. Mengingat pengaturannya masih bersifat sporadis maka akan lebih baik 
dibuat pengaturan secara khusus tentang pemanfaatan ruang di atas 
jalan umum sebagaimana perkembangan teknologi konstruksi yang 














Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok 
Agraria; 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan; 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah; 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan; 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tetang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun; 
 
Peraturan Pemerintah 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. 
 
PeraturanMenteri 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 Tentang 
Pemanfaatan Ruang Didalam Bumi. 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman 
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang 





Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2012 


























Budi Supriyatno, Tata Ruang Dalam Pembangunan Nasional (suatu Strategi 
Pemikiran), Lembaga strategi Pengembangan Ilmu, Jakarta, Cet.II, 1996 
 
Mieke Komar, Pengaturan Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang di 
Indonesia dalam B.Arief Sidharta et.,al., Butir-Butir Gagasan Tentang 
Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1996 
 
Muchsin, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan 
Ruang, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 
 
Periksa Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam system Penegakan Hukum 
Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1992 
 
Urip Santoso, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 
2010 
 
Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta 
 
H. Muchsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan 
Tanah Dan Penataan Ruang,  Sinar Grafika, Jakarta,  2008 
 
Sudikno Mertokusumo, Nurhasan Ismail,  Materi Pokok Tata Guna Tanah, 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 1984 
 
Nod Darga Talkul Putra, Kebijaksanaan Pembangunan Pertanahan dan 
Peranan Konsolidasi Tanah, Makalah Lokakarya Konsolidasi Tanah 
Perkotaan. kerjasama BPN dan ITB Bandung, 1997 
 
Philipus M. hadjon, Tentang Wewenang, Majalah YURIDIKA, No.5 dan No.6 
tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlannga, Surabaya, September-
Oktober, 1997 
 
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada 
University  Press, Yogyakarta, 2000 
 
Mustopo dan Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri 2013, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2013 
 






Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan, Kencana, Jakarta, 2012 
 
Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana, Ary Syamil, Jakarta, 2001 
 
Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, 
Yogyakarta, 2007 
 
Sukarno Aburaera, Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2012 
 
M. Rasjidi dan H. Cawidu, Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat, Bulan Bintang, 
Jakarta, 1988 
 
Muchsin, Hukum Agraria, Refika Aditama, Bandung, 2007 
 
Y. Wartaya Winangun, SJ, Tanah Sumber Nilai Hidup, Cetakan 1, Yogyakarta, 
2004 
 
H. Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi daerah, 
Cetakan 1, Alumni, Jakarta, 2004 
 
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Ed.rev, Cet.10, Djambatan, Jakarta, 
2005 
 
Urip Santoso, Hukum Agraria, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2016 
 
Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas tanah, Kencana, Jakarta, 
2010 
 
A.P. Parlindungan (selanjutnya disebut A.P Parlindungan V), Serba Serbi 
Hukum Agraria, Alumni, Bandung, 1984 
 
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993 
 
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
2006 
 
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2011 
 
Arie S Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi: 
Suatu Kumpulan Karangan, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Jakarta,  2002 
 




Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Ed.I, Cet. IV, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2010 
 
Muchsin, Imam  Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan 
Tanah Dan Penataan Ruang, Sinar Grafika, Malang, 2008 
 
Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2006 
Lutfi Effendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publising, 
Malang, 2004 
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada 
University Press, Yogyakarta, 2001 
 
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, 
Yogyakarta, 1974 
Frieda Husni Hasbullah, Hukum  kebendaan perdata-Hak Hak  Yang Memberi 
Jaminan: Jilid II , Hill-Co, Jakarta, 2002 
 
Mariam Darus Badrulzaman, Permasalahan Hukum Hak Jaminan: Hukum 
Bisnis, 2000 
Thomas Suyatno, Dasar Dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta, 1989 
J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1991 
 
Hartono Hadisaputro, Pokok Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, 
Liberty, Yogyakarta, 1984 
 




     Hendriatiningsih, Pengaturan Pemanfaatan ruang Di Atas Tanah dalam 
Penerapan Kadaster 3-Dimensi, Indonesian Journal of Geospatial, 2012 
 
Tesis 
Febrina Kusuma Putri, Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Dan Atas Tanah 
Dalam Pelaksanaan Pembangunan Mass Rapid Transit Ditinjau Dari 
Segi Hukum Tanah Nasional, Tesis Magister Kenotariatan Universitas 





Kemas Rachjuanda Prawira, Penggunaan Ruang bawah Tanah Untuk 




Rusdianto S,  Prinsip   Kesatuan  Hukum  Nasional  Dalam  Pembentukan  
Produk  Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara, 
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016 
 
 Artikel  
Rusdianto Sesung, Perihal Wewenang Program Taklim Kenotariatan yang 
Diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Narotama, Disampaikan Pada Tanggal 26 Januari 
2018, Surabaya, 2018. 
 
